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Lampiran 2: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Barat

Kepala Kantor

Subag Umum

Seksi Penjamin kualitas

data

Seksi Pelayanan

Seksi Pemeriksaan,

Penilaian dan Penagihan

Seksi Fungsional

Pemeriksa

Seksi Pengawasan |

Seksi Pemeriksaan Il

Seksi Pengawasan Il

Seksi Pengawasan IV

Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan VI
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No Responden Jenis Usaha JK Pend.Terakhir Umur
1 PT.HGP Travel L S1 34
2 UD.AJ Arloji P D3 32
3 UD.MP Textil P D3 28
4 UD.MJK Pakaian L S1 32
5 UD.IA Pakaian P S1 42
6 UD.VE Bangunan L SMK 31
7 UD.VJO Bangunan L SMK 27
8 PT.Y Diller L S2 52
9 PT.GDK Jasa Rental L D1 29
10 UD.MK Alat Tani P D1 41
11 UD.GM Bangunan L S1 42
12 PT.WP Service Mobil P S2 47
13 UD.BR Bangunan L SMA 37
14 UD.MK Aluminium P D3 44
15 UD.PB Mebel L S1 36
16 UD.RK Jual Beli Mobil L S1 39
17 UD.MS Jual Beli Mobil L SMK 44
18 UD.SI Plastik P S1 48
19 UD.E Toko Tani P D3 32
20 UD.TB Toko Tani L D3 43
21 UD.DA Bangunan P SMK 54
22 UD.BGM Bangunan L SMA 49
23 PT.M Logistik L S2 56
24 PT.IP Bahan Tani L S1 54
25 UD.FH Mebel P S1 49
26 UD.SU Plastik L D3 43
27 UD.GB Plastik L SMA 33
28 UD.RG Aluminium P SMK 57
29 UD.GMD Mebel L SMA 46
30 UbD.MV Bangunan P S1 56
31 UD.I Mebel L SMA 45
32 UD.TO Pakaian P S1 61
33 PT.KA Travel L S1 45
34 UD.G Pakaian L S1 63
35 UD.CK Bangunan L SMA 33
36 UD.MM Mebel P S1 56
37 UD.SMS Mebel L D3 48
38 PT.MTA Service Mobil L D1 43
39 PT.GST Properti L D3 49
40 UD.JM Mebel L SMA 46
41 UD.C Bangunan L S1 32
42 CV.M Bangunan P S1 46
43 UD.PM Aluminium L SMA 32
44 UD.PB Aluminium P SMA 28
45 UD.A Jual Beli Mobil L D1 34
46 CV.MC Mebel L SMA 36
47 UD.MP Mebel P D3 43
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48 PT.PUP Travel P S1 53
49 PT.SS Aluminium P S2 59
50 UD.ST Bangunan L SMA 43
51 UD.MG Bangunan L S1 53
52 UD.GM Mebel L S1 45
53 UD.TA Pakaian P D1 52
54 UD.MG Pakaian P D1 43
55 UD.RL Bangunan L D3 27
56 UD.SM Bangunan L SMA 32
57 UD.Ol Plastik L S1 36
58 UD.M Textil P S1 53
59 UD.KL Bangunan L SMK 53
60 PT.MBJ Jasa Rental L S1 27
61 PT.GY Service Mobil L D3 36
62 PT.RHB Logistik L S2 63
63 UD.GT Bangunan P SMA 46
64 PT.MI Travel L S1 53
65 PT.SJAP Properti P S1 27
66 PT.PPS Travel L D3 53
67 CV.KS Sumur Bor L SMK 48
TOTAL 67
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Lampiran 4: 1zin Kuesioner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
MAKASSAR 90232
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKS IMILE 0411-456132, 456857; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor 1 S-296/RISET/WPJ.15/2021 Makassar, 4 Juni 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan lIzin Riset

Yth Maria Jessilca Hera

JL. Badak V No. 10

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan
:05099-2021 pada 26 Mei 2021, dengani nformasi:

NIM - A031171533
Kategoririset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Judul Riset : Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Efektivitas Self

Assessment System Dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan

Tax Evasion Pada Kpp Pratama Makassar Barat
Izin yang diminta : Data,
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset,
dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Makassar
Barat, sepanjang data dan / atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset
dan tidak melanggarketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi public yang
dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1) Masa berlaku Surat 1zin Riset ini adalah : 4 Juni 2021 s/d 3 Desember 2021;
2) lIzin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6

(enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izinRiset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email

keriset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan

pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

sadlar
pa-’a Ttd.
Eko Pandoyo Wisnu Bawono

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema
riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat
Indonesia di masa mendatang


https://www.google.com/maps/search/JALAN%2BURIP%2BSUMOHARJO%2BKM.%2B4?entry=gmail&source=g
http://www.pajak.go.id/
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
mailto:riset@pajak.go.id
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Lampiran 5: Pertanyaan Kuesioner

IDENTITAS RESPONDEN
a. Nama responden/Usaha:

b. Jenis Usaha

Petunjuk Pengisian Kuisioner

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Persepsi
Wajib Pajak Badan Atas Pelaksanaan Self Assessment System dan Sanksi
Pajak dalam Keterkaitannya dengan Tindakan Tax Evasion. Mohon Bapak/lbu

untuk memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap tepat

Daftar Kuisioner Untuk Variabel X
Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Pelaksanaan Self Assessment System
dan Sanksi Pajak
(Maria Jessilca Hera, 2021)

A. Self Assessment System (Xi)

. Indikator : Mendaftar
1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang proses memperoleh NPWP bagi
perusahaan?
a. Tidak baik
b. Kurang baik
c. Cukup baik
d. Baik
e. Sangat baik

2. Mengapa perusahaan memiliki NPWP?

Terpaksa

Untuk menghindari sanksi

Hanya ikut-ikut saja

Mentaati peraturan yang berlaku

Kesadaran sebagai badan yang syarat subjektifnya terkait PPh telah
terpenuhi

PO TR
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Indikator : Menghitung

Bagaimana tanggapan dari pihak perusahaan tentang proses perhitungan
pajak?

Sangat sulit

Sulit

Cukup sulit

Mudah

Sangat Mudah

PO oTQ

Ketika terdapat peraturan perpajakan terbaru, misalnya mengenai
perubahan tarif / PTKP / batas PKP, kapan pihak perusahaan mengetahui
hal tersebut?

Tidak pernah tahu

Mengetahui dari petugas pajak saat mengurus pajak

Menanyakannya kepada petugas pajak saat mengurus pajak

Saat akan mengurus pajak

Selalu mengikuti setiap perubahan terbaru

Po0CTD

Setelah mengetahui adanya peraturan perpajakan terbaru, apakah
perusahaan sudah dapat melaksanakannya?

a. Tidak ingin mengikuti / berpura-pura tidak tahu

b. Belum karena menunggu yang lain terlebih dahulu

c. Belum karena hanya mengetahui tapi tidak mengerti

d. Sudah meski masih terdapat sedikit kesalahan

e. Sudah melakukan sesuai ketentuan

Dari mana pihak perusahaan memperoleh informasi mengenai peraturan
terbaru?

Pemberitahuan setelah SPT dilaporkan

Diberitahu oleh petugas saat pengurusan pajak

Konsultan pajak

Media massa

Mencari informasi sendiri

PO TP

Indikator : Membayar

Kapan pihak perusahaan meyetorkan pajaknya?
a. Selalu dibatas terakhir penyetoran

b. Menjelang akhir batas waktu penyetoran
Saat perhitungan selesai dilakukan
Pertengahan batas waktu penyetoran

Selalu diawal waktu penyetoran

® oo

Menurut Bapak/lbu Bagaimana dengan tempat penyetoran pajak?
a. Terbatas sehingga menyulitkan

b. Kurang menunjang

Pas-pasan

Tersedia namun pelayanannya kurang maksimal

Memudahkan dan membantu Wajib Pajak

® oo



10.

11.

12.

13.
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Indikator : Melapor

Siapa yang melakukan proses perhitungan dan pelaporan pajak
perusahaan?

a. Petugas pajak

Kerabat

Calo

Konsultan pajak

Internal perusahaan

® 20 o

Kapan pihak perusahaan biasa melaporkan SPT
a. Terkadang dibatas akhir pelaporan

b. Menjelang akhir batas waktu pelaporan

c. Saat perhitungan selesai dilakukan

d. Pertengahan batas waktu pelaporan

e. Selalu diawal waktu pelaporan

Dari mana pihak perusahaan mengetahui batas waktu penyampaian SPT?
a. Tidak pernah tahu

b. Konsultan pajak

c. Media massa

d. Sosialisasi petugas

e. Cari informasi sendiri

Menurut Bapak/lbu bagaimana dengan pelaporan pajak secara online?
a. Sangat sulit

b. Sulit
¢. Cukup
d. Mudah

e. Sangat mudah

Indikator : Pelayanan fiskus

Menurut Bapak/lbu bagaimana pelayanan petugas dalam mengurus pajak?
a. Makin membingungkan

b. Tetap saja membuat bingung

c. Biasa saja

d. Sedikit membantu

e. Sangat membantu



14.

15.

16.

17.
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Bagaimana pengalaman dari pihak perusahaan mengenai pelayanan

petugas pajak?

a. Terdapat petugas yang berusaha membohongi wajib pajak untuk
mendapatkan keuntungan pribadi

b. Petugas pajak menawarkan solusi untuk mengurangi jumlah pajak
terutang dengan maksud sama-sama memperoleh keuntungan

c. Petugas pajak menerima saja jika ada tawaran untuk melakukan
manipulasi pajak terutang

d. Selama ini tidak ada kendala yang berarti

e. Petugas pajak konsisten melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun
dijanjikan imbalan materi

Bagaimana pengalaman perusahaan mengenai pelayanan petugas (Help

Desk) dalam proses perpajakan secara online?

a. Sangat tidak membantu

Tidak membantu

Cukup membantu

Membantu

Sangat membantu

© oo o

Indikator : Pengawas

Pemeriksaan perhitungan pajak oleh petugas pajak dilaksanakan sesuai
ketentuan...

a. Sangat tidak yakin

Tidak yakin

Ragu-ragu

Yakin

Sangat yakin

® 20 o

Menurut Bapak/lbu bagaimana pengenaan sanksi yang diterapkan selama
ini?

a. Tidak sesuai dengan yang seharusnya

b. Percuma saja karena wajib pajak masih tetap membandel

c. Biasa saja

d. Sudah sesuai ketentuan tapi belum sepenuhnya efektif

e. Memberikan efek jera
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SANKSI PAJAK (Xz)

Indikator : Sanksi Administrasi

Bagaimana pandangan Bapak/lbu, jika dalam pengisian SPT terdapat

ketidakbenaran maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi dengan

ketentuan berlaku?

a. Sangat tidak setuju, karena dalam pengisian SPT yang tidak benar
merupakan kecerobohan karyawan pajak dalam memonitoring Wajib
Pajak

b. Tidak setuju, karena apabila terdapat ketidakbenaran dalam pengisian
SPT maka karyawan pajaklah yang akan dikenakan sanksi

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak tidak memahami petunjuk dalam pengisian
SPT

d. Setuju, karena pengisian SPT dengan benar dan lengkap telah
membantu karyawan pajak dalam menanggulangi Wajib Pajak yang
ingin meloloskan diri dari pembayaran pajak

e. Sangat setuju, karena dalam pengisan SPT yang tidak benar, maka
Wajib Pajak telah menutup-nutupi kecurangan dalam pembayaran pajak
terhutangnya

Bagaimana tanggapan Bapak/lbu terhadap pengenaan sanksi atas

penundaan pembayaran pajak atau penyetoran pajak?

a. Sangat tidak setuju, karena tidak diatur dalam KUP yang berlaku

b. Tidak setuju, karena dalam pembayaran/penyetoran pajak tidak
diberitahukan batas waktu pembayaran pajak

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak lupa dalam pembayaran/penyetoran
pajaknya

d. Setuju, karena batas waktu pembayaran/penyetoran pajak telah diatur
dalam KUP untuk semua masa pajak

e. Sangat setuju, karena dalam pembayaran/penyetoran pajak harus
dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak dikenakan sanksi

Apakah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dan sanksi

administrasi sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa pajak,

memberatkan perusahaan?

a. Sangat tidak setuju, karena tidak semua masa pajak dikenakan sanksi
administrasi sebesar 2%

b. Tidak setuju, karena tergantung pada Wajib Pajaknya sendiri apakah
tindakannya dapat dijatuhkan hukuman/sanksi
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Kadang-kadang, pengenaan sanksi tersebut tidak selalu memberatkan
Wajib Pajak

d. Setuju, karena ketentuan tersebut telah diatur dalam KUP
e. Sangat setuju, karena walaupun sanksi tersebut tidak terlalu besar tetapi

dapat memberatkan Wajib Pajak apabila jumlah pajak terhutangnya
besar

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu pada saat pemeriksaan Wajib Pajak
terdeteksi adanya kekurangan jumlah pajak terhutangnya maka akan
diterbitkan SKPKB serta ditambah dengan sanksi 100% dari jumlah
kekurangan pajak?

a.

Sangat tidak setuju, karena penerbitan SKPKB tidak ditentukan dalam
KUP yang berlaku

. Tidak setuju, karena pengenaan sanksi tersebut terlalu besar untuk

Waijib Pajak
Kadang-kadang, Wajib Pajak dan Fiskus terjadi kesalahpahaman dalam
melakukan pemeriksaan

. Setuju, karena pengenaan sanksi yang berat ini dapat membuat efek

jera bagi Wajib Pajak yang terdeteksi adanya kekurangan jumlah pajak

. Sangat setuju, karena pengenaan sanksi sebesar 100%

memberatkan/tidak memberatkan tergantung Wajib Pajak yang
menyikapinya

Bagaimana tanggapan Bapak/lbu terkait diterbitkannya SKPKB, maka
Wajib Pajak tidak menambah sanksi sebesar 100% dari jumlah kekurangan
pajak?

a.

Sangat tidak setuju, karena penambahan sanksi sebesar 100%
merupakan salah satu alternatif Wajib Pajak untuk mematuhi
kewajibannya

Tidak setuju, karena Wajib Pajak diharuskan untuk membayar sanksinya
sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak

Kadang-kadang, Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan yang berlaku

. Setuju, karena penerbitan SKPKB tidak untuk pengurangan jumlah

pajak

. Sangat setuju, karena penambahan sanksi sebesar 100% tidak

diberikan kepada Wajib Pajak yang jumlah pajaknya kurang bayar
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Indikator : Sanksi Pidana

Menurut Bapak/lbu, apakah dengan adanya sanksi pidana akan

menurunkan tindakan Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perpajakan yang berlaku?

a. Sangat tidak setuju, karena tidak perlu dikenakan sanksi pidana

b. Tidak setuju, karena dengan dijatuhkan sanksi pidana pun masih
banyak Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dari kewajiban
perpajakannya

c. Kadang-kadang, ancaman/sanksi pidana dapat digantikan dengan
sanksi denda atau bunga

d. Setuju, karena hukuman/sanksi yang akan diberikan sesuai dengan
tindakan yang dilakukannya

e. Sangat setuju, ancaman/sanksi pidana sangat berat bagi Wajib Pajak
karena dapat dijatuhkan hukuman penjara/kurungan bagi Wajib Pajak

Menurut Bapak/lbu, apakah dengan adanya sanksi pidana akan

menambah persentase tindakan Wajib Pajak melakukan penyelundupan

Pajak?

a. Sangat tidak setuju, karena tergantung dari sudut mana menyikapi
sanksi tersebut

b. Tidak setuju, karena dengan adanya sanksi ini akan mengurangi tingkat
penyelundupan pajak

c. Kadang-kadang, antara Wajib Pajak dan karyawan pajak seringkali
melakukan kerjasama untuk menutupi perbuatannya

d. Setuju, karena Wajib Pajak bisa menutupi setiap tindakannya dalam
menyelundupkan pajak

e. Sangat setuju, karena dengan adanya sanksi pidana pun tidak membuat
efek jera bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyelundupan pajak

Daftar Kuisioner Untuk Variabel Y
Tindakan Tax Evasion
(Maria Jessilca Hera, 2021)

Indikator : Tidak menyampaikan SPT
Tidak menyampaikan SPT terjadi ketika sanksi yang diberikan tidak
memberatkan Wajib Pajak Badan ?

Sangat tidak setuju
Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

PO TR
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Tidak menyampaikan SPT karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak
Badan mengenai teknis penyampaian secara online?

Sangat tidak setuju
Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

PooCTQ

Indikator : Tidak menyampaikan SPT dengan benar

Kurangnya pengetahuan mengenai cara pengisian SPT tidak
mempengaruhi penyampaian SPT karena masih terdapat faktor lain yang
dapat mempengaruhi pengisian SPT dengan benar?

a. Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

©®aoo

Apa yang mendasari penyampaian SPT yang tidak benar dalam
pembukuannya dengan ketentuan perpajakan?

a. Sengaja agar tidak membayar pajak

Kekurangsadaran masyarakat

Pengaruh lingkungan sekitar

Kekurangpatuhan masyarakat

Tidak mengetahui kewajibannya

© oo o

Sistem Perpajakan

Dengan sistem perpajakan yang diterapkan saat ini, maka
kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam pembayaran pajak
sangat efektif?

a. Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

© o oo

Penggelapan pajak dianggap tidak etis dikarenakan sistem
perpajakan memiliki kontrol yang kuat dalam mendeteksi berbagai
kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak?

a. Sangat tidak setuju



10.

. Tidak setuju

. Netral

. Setuju

. Sangat setuju

D QO T

Indikator : Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong
Apakah dengan tidak menyetorkan pajak yang telah
dipungut/dipotong dapat memberikan keuntungan pribadi bagi wajib
pajak?

Sangat tidak setuju
Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

PO TP

Apa yang membuat pemungut/pemotong tidak menyetorkan pajak
yang telah dipungut/dipotong?

a. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Lalai menjalankan tugasnya

Ragu-ragu

Lupa

Telah disetorkan dengan menitipkan pada pihak lain sehingga

© o oo

ada kemungkinan

Indikator : Pelayanan fiskus

Pihak fiskus atau Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah adil dalam
melaksanakan ketentuan perpajakan, sehingga jika terjadi
penggelapan pajak sepenuhnya merupakan kesalahan wajib pajak?

Sangat tidak setuju
Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

®PoO0TP

Sosialisasi fiskus mengenai penggelapan pajak telah efektif
a. Sangat tidak setuju

b. Tidak setuju
c. Netral

d. Setuju

e. Sangat setuju
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Lampiran 6 : Data Kuesioner

Self Assessment System

(Variabel Xi)
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T.X1

59
72
74
79
78
73
77
70
80
67

65
81

71

77
72
77
71

74
68
76
81

77
79
24
72
79
72
71

64
63
70

X1.17

X1.16

X1.15

X1.14

X1.13

X1.12

X1.11

X1.10

X1.9

X1.8

X1.6 | X1.7

X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5

X1.1

No

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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59
68
69
62

70
58
75
71

53
59
61

58
58
53
63
58
58
58
61

61

57

57

53
62
51

62
58
59
59
62
59
57
61

60
62

61

32
33
34
35
36
37

38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65

66
67
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Sanksi Pajak

(Variabel X2)

19
26
24
26
22
26
26
32

21

25
23
26
27

32

22
26
24
24
24
25
27
26
29
23
25
28
29
22
23
29
27

25
30
26
23
29
28
32

29
26
24
24
22
24
31

21

23
20
21

27

24

No | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | T.X2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35

36

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51
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23
22
22
24
26
22
20
22
21

25
18
18
17
20
26
25

52

53
54
55
56

57

58
59
60
61

62

63
64
65
66
67
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19
19
17
23
21

20
20
18
28
19
19
20
19
20
23
22
21

21

18
21

16
20

18
28
21

25

18
24
25

16
18
19
20
24
20

18
21

16
21

TAX EVASION
(Variabel Y)

No | YL |Y2|Y3|Y4|Y5|Y6|Y7|Y8|Y9|Y10 | TY

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34

35

36

37

38
39
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17
15
21

35
36
35
33
30
29
27
26
28
22
32

28
33
24
33
30
31

26
22
24
28

28
37

24
25

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53
54
55
56

57

58
59
60
61

62

63

64
65
66
67




